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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

1.  Judul Penelitian 

     “OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK PADA 

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA 

TEGAL MENYONGSONG PEMILU 2024” 

2. Petunjuk Wawancara  

    Untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Pancasakti Tegal peneliti menggunakan menggunakan teknik 

wawancara sebagai salah satu metode untuk melakukan pengkajian 

data secara mendalam, maka dari itu dimohon ketersediaan 

Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan jujujr, 

lengkap, actual dan akurat.  

3. Etika Wawancara 

       Data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui 

oleh peneliti.  

4. Identitas Informan 

         Nama : 

         Usia   : 

5. Pertanyaan  

No Teori Indikator  Pertanyaan  
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. Penerapan 

Fungsi 

Partai 

Politik 

a. Sebagai 

Sarana 

Pengatur 

Konflik 

1. Apakah PDI Perjuangan 

Kota Tegal sudah 

melaksanakan fungsi 

parpol sebagai sarana 

pengatur konflik?  

2. Bagaimana PDI 

Perjuangan Kota Tegal 

mengatasi/menyelesaikan 

konflik yang ada dalam 

masyarakat menjelang 

pemilu 2024 ? 

3. Apa hambatan PDI 

Perjuangan dalam 

menyelesaikan konflik 

yang ada di masyarakat 

menjelang pemilu 2024? 

  b. Komunikasi 

Politik 

1. Apakah PDI Perjuangan 

Kota Tegal sudah 

melaksanakan fungsi 

parpol yaitu komunikasi 

politik? 

2. Program apa saja yang 

dilakukan PDI 

Perjuangan dalam 

menerapkan komunikasi 

politik di masyarakat 

menjelang pemilu 2024? 

3. Apa hambatan PDI 

Perjuangan dalam 

menerapkan program 

komunikasi politik di 

masyarakat menjelang 

pemilu 2024? 

  c. Pendidikan 

politik  

1. Apakah PDI Perjuangan 

Kota Tegal sudah 

melaksanakan fungsi 

parpol yaitu pendidikan 

politik? 

2. Program apa saja yang 

dilakukan PDI 

Perjuangan dalam 

menerapkan pendidikan 
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politik di masyarakat 

menjelang pemilu 2024? 

3. Apa saja hambatan 

dalam menerapkan 

pendidikan politik di 

masyarakat menjelang 

pemilu 2024? 

4. Apakah ada perbedaan 

program atau 

pembeharuan program 

pendidikan politik 

menjelang pemilu 2024 

yang diterapkan oleh PDI 

Perjuangan? 

  d. Rekrutmen 

Politik 

1. Bagaimana proses 

rekrutmen di PDI 

Perjuangan Kota Tegal 

menjelang pemilu 2024? 

2. Apa saja program yang 

dilakukan PDI 

Perjuangan Kota Tegal 

menjelang pemilu 2024 

dalam mengatur proses 

rekrutmen? 

3. Apakah terdapat 

perbedaan proses 

rekrutmen pada pemilu 

tahun 2019 dan pemilu 

2024? 

4. Apa saja persyaratan 

pada proses rekrutmen 

internal PDI Perjuangan 

Kota Tegal?  

5. Apakah terdapat 

perbedaan pada pemilu 

tahun 2019 dan 2024? 

6. Apa saja hambatan PDI 

Perjuangan  Kota Tegal 

dalam pengajuan bacaleg 

tahun 2024?  
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Lampiran 2 Transkip Wawancara 

➢ Transkip Wawancara 

No. Informan Hasil Wawancara 

1. Bapak Kusnendro,S.T ( 

Sekretaris DPC PDIP 

Kota Tegal) 

Fungsi Sebagai Sarana Pengatur 

Konflik 

➢ Sudah menerpakan sebagai 

sarana pengatur konflik pada 

PDI Perjuangan Kota Tegal.  

➢ Penyelesaian konflik yaitu 

dengan musyawarah, rapat 

terbuka dll. Biasanya konflik 

tersebut dating dari konflik 

internal dan konflik eksternal 

seperti organisasi atau 

perorangan. Seperti pada hari 

Jumat, 7 Juni 2023 terdapat 

laporan dari Pengurus Nasional 

Paralimpik Komite Indonesia 

kemudian yang kedua dari 

Persatuan Guru Bahasa Inggris 

Sekolah Dasar. 

➢ Sejauh ini belum ada hambatan 

karna kami selalu cepat 

tanggap dalam menerima 

aduan maupun tuntutan yang 

menimbulkan konflik di 

masyarakat. 

 

Fungsi Komunikasi Politik 

➢ Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan Kota Tegal sudah 

melaksanakan komunikasi 

politik.  

➢ Program yang telah dilakukan 

yaitu jaring asmara (aspirasi 

masyarakat), rapat antar 

internal partai yaitu khusus 

untuk kader dan anggota, rapat 

konsolidasi terbuka yang 

mengundang perwakilan 

masyarakat. 

➢ Hambatan nya ialah kami 

sebagai partai politik sebisa 
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mungkin mengusahakan 

aspirasi yang kita dapat dari 

masyarakat melalui masa 

sidang dan kita perjuangankan 

hak nya untuk masyarakat. 

 

Fungsi Pendidikan Politik 

➢ Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan Kota Tegal sudah 

melaksanakan fungsi 

pendidikan politik.  

➢ Wujud dari fungsi pendidikan 

politik ini adalah program 

yaitu departemen wanita, 

senam sicita, kaderisasi 

pratama, sosialisasi di 

masyarakat dari tingkatan RT 

hingga kelurahan & 

kecamatan. 

➢ Hambatan nya dalam 

penerapan pendidikan politik 

ini adalah pada kesadaran 

masyarakat akan penting nya 

politik. Karenahal ini, 

menjadkan kamu kurang 

optimal tetapi kami berusaha 

agar menanamkan pendidikan 

politik tersebut kepada 

masyarakat.  

➢ Dalam pendidikan politik ini 

tidak ada pembaharuan 

program hanya saja kami 

selalu optimalkan pada 

program-program yang ada.  

Rekrutmen Politik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

sudah menerapkan fungsi 

rekrutmen politik yaitu dalam 

wujud program menjelang 

pemilu tahun 2024 dengan 

melakukan pendampingan 

kepada masyarakat, dibidang 

kesehatan, pendidikan, maupun 

lingkungan.  

➢ Persyaratan internal nya 

diutamakan adalah kader-
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kader, ranting kelurahan, 

kecamatan, dan wajib memiliki 

KTA (kartu tanda anggota). 

Dan juga membuka 

kesempatan untuk orang luar 

seperti aktivis,GMNI, PMII. 

➢ Persyaratan KPU (eksternal) 

yaitu ijazah minimal 

SMA/Sederajat, surat sehat 

jasmani&Rohani, tes narkoba, 

SKCK dari kepolisian dan 

pengadilan 

➢ Proses rekrutmen nya 

menggunakan Sistem 

Pemenangan Komandan 

Tempur Elektoral Stelsel 

berbasis gotong royong 

bertumpu pada mesin partai.  

 

2. Edy Suripno (Ketua DPC 

PDI Perjuangan Kota 

Tegal) 

Fungsi Sebagai Sarana Pengatur 

Konflik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

sudah melaksanakan fungsi 

partai sebagai sarana pengatur 

konflik. 

➢ PDI Perjuangan juga 

mempunyai jargon 

musyawarah, yang mana 

musyawarah tersebut 

dilakukan untuk mencari jalan 

Tengah dalam menghadapi 

konflik-konflik yang ada di 

internal partai maupun di 

eksternal partai. 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

pun tidak menemukan 

hambatan dalam penerapan 

fungsi partai sebagai sarana 

pengatur konflik karena selalu 

menyelesaikan nya dengan 

musyawarah. 

 

Komunikasi Politik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

sudah melaksanakan fungsi 
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partai politik yaitu komunikasi 

politik. 

➢ Program penerapan 

komunikasi politik pada PDI 

Perjuangan Kota Tegal 

meliputi reses/jaring aspirasi 

masyarakat yang mana kami 

menjaga kebutuhan dasar 

masyarakat berupa 

perlindungan sosial. 

➢ Sejauh ini belum ada hambatan 

yang serius dalam pelaksanaan 

program komunikasi di PDI 

Perjuangan Kota Tegal. 

 

Pendidikan Politik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

sudah melaksanakan fungsi 

partai politik yaitu pendidikan 

politik. 

➢ Wujud dari penerapan fungsi 

pendidikan politik yaitu rapat 

konsolidasi terbuka, 

konsolidasi terbuka ini adalah 

konsolidasi yang dilakukan 

oleh partai dengan 

mengundang masyarakat 

umum.  

➢ Rapat konsolidasi terbuka ini 

dilaksanakan ditingat 

kelurahan sampai ke tingkat 

RW, dalam konsolidasi ini 

yang bersifat terbuka ini , kita 

menyampaikan landasan partai 

politik, asas PDI Perjuangan, 

dan apa saja yang dilakukan 

oleh PDI Perjuangan dalam 

melaksanakan fungsi nya 

sebagai partai.   

➢ Hambatan nya adalah 

berkaitan dengan kesadaran 

masyarakat yang belum secara 

keseluruhan menyadari akan 

system demokrasi kita, padahal 

system demokrasi kita ialah 

demokrasi Pancasila, yang 



103 
 

didalamnya perwakilan-

perwakilan masyarakat itu di 

himpun melalui partai politik 

yang kemudian partai politik 

ini menjadi peserta pemilu 

supaya menang, maka itulah 

yang akan berhak mengelola 

negara yaitu legislative 

maupun eksekutif.  Dan 

disinilah yang seharusnya 

dibangun kesadaran 

masyarakat, masyarakat harus 

melek politik. 

➢ Dalam program fungsi 

pendidikan politik ini tidak ada 

pembaharuan program hanya.  

 

Rekrutmen Politik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

telah melaksanakan fungsi 

rekrutmen politik guna 

menyongsong pemilu tahun 

2024. 

➢ Salah satu program untuk 

menyongsong pemilu tahun 

2024 adalah sistem 

pemenangan komandante 

electoral stelsel yang berbasis 

gotong royong dan bertumpu 

pada mesin partai. 

➢ Persyaratan internal pada 

proses rekrutmen PDI 

Perjuangan Kota Tegal harus 

memiliki loyalitas, 

kesepahaman ide dan gagasan, 

yaitu menghikmati pikiran-

pikiran Bung Karno dan juga 

tentu nya mempertahankan 

NKRI berazas kan Pancasila & 

Bhineka Tunggal Ika, UUD 

1945 serta jiwa gotong royong 

untuk membangun bersama 

mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

3.  Bapak Sutari ( Wakil 

Bidang Badan 

Proses Rekrutmen dalam 

menyongsong pemilu tahun 2024 
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Pemenangan Pemilu PDI 

Perjuangan Kota Tegal 

Tahun 2024) 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

dalam menyongsong pemilu 

tahun 2024 ini berbeda dari 

tahun-tahun sebelumnya, baik 

pemilu tahun 2014 dan 2019. 

Artinya metode yang kami 

gunakan sangat berbeda. Karna 

konsep pemenangan 

menggunakan konsep 

pembagian wilayah atau 

program komandan stelsel. 

➢ Rekrutmen bakal calon 

legislatif di Kota Tegal setiap 

partai politik mendapat kuota 

30 kursi, jika pada sistem 

rekrutmen nya kami sama 

seperti pemilu tahun lalu.  

➢ PDI Perjuangan telah 

mengajukan bakal calon 

anggota legislative pada 

tanggal 11 Juni 2023 sejumlah 

30 orang dan sekarang sudah 

pada tahap perbaikan dan 

belum di tetapkan menjadi 

DCT.  

➢ Dapil (daerah pemilihan) di 

Kota Tegal berjumlah 4 yaitu 

dapil 1 Tegal Timur dengan 

jumlah 9 kursi, dapil 2 Tegal 

Selatan dengan jumlah 7 kursi, 

dapil 3 Margadana dengan 

jumlah 7 kursi, dapil 4 Tegal 

Barat dengan jumlah 7 kursi. 

PDI Perjuangan Kota Tegal 

mentargetkan Tegal Timur 

sebagai dapil potensial. 

➢ Pada pengajuan bakal calon 

legislative PDI Perjuangan 

Kota Tegal telah mengajukan 

30 orang namun di 

maksimalkan hanya 14 bakal 

calon tersebut. 

➢ Program rekrutmen politik 

dalam menyongsong pemilu 

tahun 2024 adalah sistem 

pembagian wilayah atau 
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program sistem pemenangan 

komandante, yang mana sistem 

ini digunakan untuk 

mempermudah bakal calon 

untuk mencari suara terbanyak 

tanpa mengambil suara milik 

kawan nya.  

➢ Tahap setelah pengajuan bakal 

calon  yaitu PDI Perjuangan 

Kota Tegal memastikan bakal 

calon legislative tersebut 

bergerak yaitu dengan 

mendirikan posko-posko 

kemenangan di daerah 

pemilihan, jadi 1 bulan sekali 

di pantau oleh badan 

pemenangan pemilu untuk 

mengetahui sejauh mana 

progress bakal calon legislative 

tersebut. 

➢ Persiapan program untuk 

menunjang pemilu tahun 2024 

mendatang yaitu dengan 

memaksimalkan program 

bantuan dari pemerintah 

seperti pendidikan gratis, 

jaminan kesehatan gratis, 

infrastuktur dan lain 

sebagainya.  

➢  Bappilu berharap bahwa  

merupakan pilar utama yaitu 

tentang semua yang dikerjakan 

membuahkan hasil bahwa 

target pemilu kita 14 kursi 

dapat tercapai. Semangat 

gotong royong dan bahu 

membahu untuk kemenangan 

legistatif pemilu tahun 2024 

dan presiden pada pemilu 

tahun 2024. 

4. Bapak Dr. Sanusi 

 ( Pengamat Politik) 

Fungsi Sarana Pengatur Konflik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

sudah melaksanakan fungsi 

sebagai sarana pengatur 

konflik. Yang mana telah 

menampung aduan maupun 
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tuntutan masyarakatan dan 

menyelesaikan secara 

kekeluargaan maupun 

audiensi. 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal ini 

menjelang pemilu tahun 2024 

melakukan program cepat 

tanggap, yaitu penyelesaian 

konflik-konflik yang ada di 

masyarakat dengan cara 

audiensi antara pihak-pihak 

yang terlibat konflik. 

 

Komunikasi Politik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

sudah melaksanakan fungsi 

partai yaitu komunikasi politik 

yang mana sering kita melihat 

di era sekarang partai politik 

berlomba-lomba untuk 

mengenalkan partai nya 

kepada masyarakat melalui 

media-media maupun platform 

media sosial. 

➢ Selain itu juga ada reses, reses 

ini merupakan jaring aspirasi 

masyarakat untuk mengetahui 

apa hak-hak masyarakat yang 

belum terpenui oleh 

pemerintah. Melalui reses ini 

para DPRD mengundang 

konstituen nya serta 

masyarakat umum. 

➢ Program aspirasi masyarakat 

sudah banyak yang 

terealisasikan oleh PDI 

Perjuangan Kota Tegal, cntoh 

nya RTLH, bantuan sembako, 

pendidikan, kesehatan, dan lain 

sebagainya. 

➢ Program komunikasi politik 

yaitu reses merupakan program 

yang cukup optimal karena 

dengan begitu masyarakat bisa 

mendapatkan hak-hak nya 

karena partai politik lah yang 
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menjadi perantara antara 

masyarakat dengan 

pemerintah. 

 

Pendidikan Politik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

sudah melaksanakan fungsi 

pendidikan politik tetapi 

menurut saya belum maksimal 

karena Sebagian masyarakat 

masih belum paham ap aitu 

partai politik, penting nya 

pendidikan politik, selama ini 

yang tertanam di masyarakat 

ialah money politic. 

➢ Masyarakat kita itu sangat 

partisipatif , mempunyai rasa 

ingin tahu dan Belajar yang 

tinggi, hanya saja terkadang 

masih banyak yang 

terpengaruh dengan money 

politic hingga mengurangi rasa 

kesadaran mereka akan penting 

nya Pendidikan politic. 

 

Rekrutmen Politik 

➢ PDI Perjuangan Kota Tegal 

sudah melaksanakan fungsi 

partai politik yaitu rekrutmen, 

namun menurut saya masih 

harus diperbaiki pada 

rekrutmen internalnya.  

➢ Dilihat dari tahun 2014 dan 

2019, PDIP Kota Tegal selalu 

memenangkan pemilu dan 

mendapat suara terbanyak dari 

partai-partai lainnya. Nati kita 

lihat saya euphoria nya di 

masyarakat. 
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Lampiran 3 Dokumentasi  
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Lampiran 4 Surat Menyurat 

 

 

 


